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BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

1. Proses pengambilan sidik jari dalam suatu perkara pidana adalah 

sebagai berikut : 

a. Mendatangi dan mengamankan TKP (Tempat Kejadian 

Perkara) untuk melakukan konsolidasi dan olah TKP 

khususnya pada sidik jari yang ditinggalkan pelaku 

diambil dengan menggunakan sarung tangan karet 

supaya sidik jari tidak menempel. 

b. Sidik jari direkam pada kartu sidik jari untuk informasi 

beserta identitas orang yang diambil sidik jarinya dan 

dirumuskan. 

c. Setelah langkah-langkah diatas, kemudian dibuat BAP 

(Berita Acara Pemeriksaan) yang kemudian dipakai 

untuk proses pembuktian. 
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2. Ditemukan kendala dalam penggunaan ilmu sidik jari dalam 

mengungkap tindak pidana di Polres Klaten yaitu : 

a. Peralatan yang sederhana membuat petugas bagian identifikasi 

sulit untuk mengambil sidik jari pada benda yang disentuh oleh 

pelaku sehingga sulit untuk membaca serta membandingkan 

sidik jari.  

b. Polisi hanya mempunyai database sidik jari yang diambil dan 

disimpan secara manual.  

c. Cuaca dan keadaan TKP yang rusak berpengaruh terhadap 

jejak sidik jari yang ditinggalkan pelaku.  

d. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian 

khusus dibidang dactyloscopy. 

 

 

B. Saran  

Berdasarkan dengan hasil dan kesimpulan penelitian, maka penulis 

sekiranya memberikan yang berkaitan pokok permasalahannya,  yaitu : 

1. Harus ditingkatkan dengan cara pemerintah lebih 

memperhatikan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas 

yang seharusnya ada di Polres Klaten. Salah satunya 

pemerintah dapat mengusahakan pengadaan peralatan 

identifikasi yang lengkap dan lebih modern mengikuti 

perkembangan teknologi yang ada. Agar kepolisian 
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yang bertugas pada bagian identifikasi merasa terbantu 

sehingga dapat memunculkan sumber daya manusia 

yang ahli di bidang dactyloscopy, dengan adanya hal 

tersebut diharapkan jika ada suatu tindak pidana dengan 

menggunakan ilmu sidik jari tidak ada kendala. 

 

2. Perlu ditingkatkan kerjasama diantara masyarakat, 

kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Sehingga 

proses pengungkapan tindak pidana dapat secara tepat 

terungkap. 
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